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KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SUATU
PERJANJIAN DALAMPENYELESAIAN SEN GKETA MELALUE
" ARBITRASE ONLINE

o A. Pendahuluan

Para ahh Teknoio gz Informasz pada tahun 1 990 an, antara lam K}’O‘{O;
Zlunkey, -mengatakan bahwa Teknologi Informasi semakin dibutuhkan dalam
kehidupan manusia, dan oleh karena itu katanya “ you have to married with
IT”, yang mengeambarkan betapa sangat berartinya IT dalam kehidupan
manusia. Perkembangan teknologi informasi trersebut sangat pesat dan telah
membawa banyak perubahan. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi
hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.
Perubahan tersebut antara lain dengan berkembangnya penggunaan teknologi
internet (telematika) yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan
teknologi informasi.

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya
teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi
mformasi secara signifikan telah mengubah sistern ekonomi konvensional menjadi
sistemn ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan duniausaha melakukan
suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan
kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Oleh karena itu, tidak mengherankan,
bukan saja di negara-negara maju, di Indonesia-pun pemanfaatan internet yang
berbasis e-comnierce, e-business, dan lain sebagainya berkembang dengan
cepat. Pada saat ini dunia perbankan nasional telah banyak yang memanfaatkan
fasilitas ini untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan kegiatan
perbankan bagi nasabahnya dengan menggunakan e-banking atau internet
banking.

Perkembangan teknologt yang demikian pesat ini ternyata tidak
diimbangi oleh perkembangan sistem peradilan di Indonesia yang masih
terpuruk. Sebagai contoh, sampai dengan tahun 2003, terdapat sebelas ribu

' Kyoto Ziunkey, Megatrend 2000, Harvard University Press, Mastchusserts, USA, 2002,
p.212.
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Eas :._perkarayang masxh belumtertanoam dJMahkamahAguncr (MA) Tunogakan S

'2006 MAmenenma sekltar 500- 600 perkaxa perdata Untuk perkaralmmmal_ i

- jumlahnyajuga mencapai ratusan. Sedangkan Jjumlah} kasus yang telahberhasil =
o d1se}esa1kan oleh MaiﬂcamahAgung pada’ 2005 Talu mencapm 11.800 perkara RO
. Berdasarkan data tersebut, dapat dlbayangkan berapa lama suatu -
perka.ra harus diselesaikan melalui proses peradilan. Tidak jarang suatukasus.

N '_"perdata membutuhkan txgasampm enam tahun untuk mendapaﬂ\anputusan '
o Pennasalahamlya tidak berhenti sampal dlSil’ii mesklpun putusan telah .

o didapatkan kemunﬂkman besar para  pihak yang merasa tidak puas atas putusanf._-_--- o
- tersebut mengajukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, ataupun -~
peninjauan kembah Apabﬂa dijumlahkan, maka total wakiu yano dibutulikan - -

sampai dencran suatuputusan memiliki kekuatan hukum vang tc:tap adalah lima
belas hmoga dua puluh tahun. Berdasarkan waktu yang panjang tersebut
permasalahan tinbul kembali jika putusan tersebut hendak dieksekusi. Tidak
jarang, ketika putusan hendak dieksekusi , objek sengketanya telah musnah.
"~ Terobosan di bidang hukum untuk mengatasi penumpukan perkaradi
pengadilan konvensional adalah dengan menerapkan mekanisme alternatif dalam
penyelesaian sengketa yaitu dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar
pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Altematif Penyelesaian Sengketa
(APS). Istilah APS merupakan terjemahan dari Alternative Dzspute Resolution
(ADR).?
Di Indonesia, APS sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat.
Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi
pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul perselisiban di dalam masyarakat
adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikannya
secara adat pula, misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah.
Sesungguhnya penyelesaian sengketa secara adat ini yang menjadi benih dari
tumbuh kembangnya APS di Indonesia. Fakta APS sendiri sudah lama hidup
dalam masyarakat Indonesia, menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa
di luar Pengadilan ini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat.

* "I Ribu Perkara Menunggak di MA.” <hitp:/www.tempointeraktif.com/ hg/nasional/2006/
03/ 13/brk.20060313-75052 id. himl>, diakses 18 April 2006,

* Adabeberapa perdapat mengenai penerjemahan Alternative Dispute Resolution menjadi Altematif
Penyelesaian Sengketa. D Amerika, sebagai negara yang mencetuskan ide mengenai hal ini, 4/ter-
native Dispute Resolution sering diartikan sebagal alfernative to litigation atau sering diartikan juga
sebagai alternative to adjudication. Lebih lanjut baca Suyud Margone, ADR & Arbitrase: Proses
Pelembagaan dan Aspek Hulum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.
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S : Semng semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapx oleh '
B mamiém, penyelesalan masalahnya pun semalin kompleks APS yangawalnya -
L 3sederhana saat ini sudah menjadx cukup kompleks dan semakin banyak__
: _pxhhalmya Anta;ra Tain adaiahNegOSIaSI Mediasi, Neutral Fachmdmg, Mini-
_ Trial, Ombudsman, dan Summarijy Trial. Masing-masing APS memiliki
* kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Dalam APS tidak dikenal 1stﬂah'_ .
“one size f 15 for all” yang artinya tidak semua masalah dapat diselesaikan -
denrran APS dan seandamya dapat diselesalkan meialul APS perhl dzca =
' mekamsme mana yang tepat digunakan ** .
e Belbeda dengan yang terdapatdi Amerika dan beberapa’ negaua lam &
' bentukAPS yang dikenal di Indonesia adatah melalui konsuliasi, negoswsz B
med1a51 kons;ham atau penilaian ahli, Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir -
10 Unciang-Undang Nomor30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altemanf
Penyelesalan Sengketa.’ Dalam tuhsa.n ini, mekamsme APS yangakan dlbahas \
adalah arbitrase online b : :
*Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara J a_s,_a
Intern_et Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pada akhir tahun 2005 pelanggan
Internet di Indonesia mencapai 1,5 juta pelanggan sementara pengguna Intemet
sendiri di Indonesia telah mencapai 16 juta pengguna.’ Tidak tertutup
kemungkinan terjadi sengketa antara pengguna jasa Internet, di mana sengketa
itu terjadi dalam latu-lintas komunikasi elekironik secara online. Misalnya terjadi
sengketamengenai perdagangan secara onfine atau yang biasa disebut dengan
e-commerce. Timbulnya sengketa elekironik yang terjadi secara online di
Internet, diharapkan mampu diselesaikan secara online juga. Berdasarkan hal
tersebut muncul gagasan menarik yaitu bagaimana cara menyelesaikan
perselisihan yang terjadi di Internet melalui mekanisme penyelesaian sengketa
yang juga melalui Internet.®

3

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengheic Suatu Pengantar (Jakarta:
PT. Fikahati Aneska, 2002), him. 11,

# Indonesia, Undang-rma’ang Teniang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengheta, UU No. 30,
tahun 1999 (LN. Tahun 1999. No. 138, TLN. No. 3872.),

¢ Mekanisme konsultasi dan konsiliasi tidak dijabarkan secara jelas dalam Undang-undang
Nomor 30 tahun 1999, apakah sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar
Pengadilan atau merzpakan suatu: tmdakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar Pengadilan.
7 APIH, “Statistik APJIF Updated 2006", <http://www.apiii.orid/dokumentasi/statistik.php>.
diakses 18 April 2006.

*  H. Ahmad M. Ramli, Sambutan Atas Penerbitan Bulu Arbitrase Online (Alternatif Penyelesalan
Sengheta Perdagangan ‘Secara Elekironik) oleh Paustinus Siburian, hlm. xit.
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_ Berdasarkan pennasalalmn tersebut muncul gagasan dlkembangkamya__. o
L mekmnsme arb1trase online untuk menyelesaﬂian sengketa akibat perbuatan_: S
. hu.kum secara elektronik khususnya dan sengketa lam pada umumnya. Tetapi -~
- halini tetapt terbatas pada sengketa yang berdasalkan undanﬂ—undang memang G

. -dapat dlselesalkan melalm proses alternanf penyelesalan Sengketa

L Gagasan ini men;adl semakm menamk dengan dmﬁﬁaﬂgkannyﬁ Uy ETE I_ .
~yangs Sahkan pada 25 Maret 2@08 yang memunﬁkmkan dlwujudkamya S

' gagasan ini,

. Berbagal kema_;uan tel\nologl i kemudlan chan’a&pam dengan Eahxmya o
Undan g-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrﬁéia dan Transaksi
Elektronik selanjutnya ditulis UU ITE . Pengaturan lniormam Dokumen, dan
Tanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE.
Secara umum dikatakan bahwa Informasi Elekironik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara
yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronil,
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda
tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang

ditentukan.

Namun sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS), juga
menyinggung sedikit mengenai bukti elektronik dalam Pasal4 ayat (3) yang
menyatakan:

Dalam hal disepakati penyelesaian sengkeia melalui arbitrase
terfadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks,
telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana homunikasi
leinnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh
para pihak.

Tetapi apa yang telah dirumuskan dalam UU TTE maupun UU AAPS
ini tidak selamanya sejalan dengan peraturan lain dalam hukum nasional. Dalam
BW maupun KUHP misalnya, pengaturan mengenai hal ini masih terasa bias,
sehingga penginterpretasian atas keberadaan bukti elektronik seringkali masih
multitafsir, dan tidak konsisten dalam penerapannya ketika terjadi sengketa,




" Keabsahan Alat Bukti ‘Elektronik . ..

"B Keabsahan Transa}mEiektmmk
o Berbzcara masalah keabsahan suatu transaks; orano seialu akan
o mendasarkan padaketentuan dalam Pasal 1320 Kitab UndanG-mldang Hukim =

'3'__Perdata vanﬁmenyatakan bahwa umuL salmya suatu perj anpan dlpeﬂul\an_-é_ S

"4(empat)syaiat yaknis oo
1. nereka yang mengikatkan dirinya;
buat suampmlkatml

o 8 3 .':Hal ‘iertentu S
L -4 Sebab yang halai

_ Dengan mendasarkan pada keteﬂtuan Pasal 1 3’)0 KUHPerdata
' se:benamya tidak dlpennasaiahkem mengenai media yang digunakan dalam_f '
 transaksi, atau dengankata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan
_ﬁbemuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi, Oleh karena itu,
-dapat saja ditakukan secara }anﬂsunﬁ maupun secara elektromk Namun suatu
' perj anjian dapat dikatakan sah bﬂa telah memenuhi uasur-unsur sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut. N :

-~ Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata
d_i_mana_ para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan
atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal
1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku
dan mengikat para pihak katena perikatan tersebut merupakan undang-undang
bagi yang membuatnya.

Permasalahan akan timbul darl Suatu transaksi bila salah satu pihak
invkar Jjanji. Penyelesaian permasalahan vang terjadi tersebut, selalu berkaitan
dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi
menggunakan sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data
clektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara
khusus diatur dalam hukum acara vang berlaku, baik dalam Hukum Acara
Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana. Mengenai hukum materiilnya
pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan
bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media
lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal | angka 2
mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320
KUHPerdata, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum.
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: '_-C Aspek Hukum ?embuhﬁan 'H‘ex‘hadap Data Elek‘émmk

Masalsh yang mengemka dan distur dalam UU ITE ‘adalah hal yang e

: berkaztcm dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, © -
*‘Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Pengaturan Informasi, Dokunen, .

- danTanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU. -~
.+ ITE. Secara umum dikatakan bahwa Informasi Elekironik dan/atau Dokumen G

iy Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukt hukum yang sah yang o o

' "‘merupakan perluasan darl alat bukti yang. sah sesuai dengan Hukum Acara

o yang berlakudi Indonesia. Demikian hahlya dengan Tanda Tangan Elektronik; w %
o mermhkl kekuatan hukwn dan aklbat hukum yang sah. Namun pembuataﬂ tanda o
o tangan elektronik telse:but harus memenuln persyaraian persyaratan sepertz yang B

' 'telah d1tentukan i :
“Pasal 5 ayai (1) s/d ayat (3) secara tegas menyebutkan Informas; ;
Eiektromk dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
alat bukti hukum yang sah dan mempakan perluasan dari alat bukti yangsah -
sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan G 1
yang di_atl_.ar_da_lam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4)ada pengecualian
yang menyebutkan Informasi Elekironik dan/atau Dokumen Flektronik tidak
berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-
Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh
pejabat pembuat akta.

_ Pasal 11 menyebutkan, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan
hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai
berikut : (a). data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan; (b). data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elekironik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
(¢). segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elekironik yang terjadi setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui; (d). segala perubahan terhadap
Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e). terdapat cara tertentu
yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan (f). terdapat
cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana
elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang
positif yakni adanya kemudahan bertaransaksi, juga memberikan manfaat yang
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| Keabsahan Alat, Bukt Elektmﬁik“'f

- ﬁ;sangat besar bagl penyimpanan dokumen sebaoal hasil Leozatan usaha yang'_{-'_.
E .: | dﬂ akul kan, Namun, memang diakl.ll bahwa dlS&ﬂ'lme keunﬁlnﬂail tersebut da]am :
" ::peno gunaan sarana elekironik terdapat pula kekurangan atau kelemahalnlya |

s ‘apabila dzhadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

L Daiamhukmnperdatasebagannanadlaturdaiam Pasal 1866, alat buku .
'-':;.terdmatas i
' a buktitertuhs o
c persangkaan
ds pengakuan
“‘e. sumpah.’

Selanjutnya dalam Pasal 1867 ditentukan bahwa pembukiian dengan
tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan. Pengertian
“tuhsan” dalam pasal tersebut dipastikan dalam bentuk tertulis di atas kertas.

- Penoeman semacam ini tentu sudah tidak lagi sesuai dengan
perkemb&ngan jaman teknologi saat ini. Untuk itu perlu diketahui ketentuannya
vang terlihat dari kebiasaan yang berlangsung dalam pergaulan internasional..

Menurut Viktor Mayer-Schonberger terdapat tiga pendapat mengenai
bentuk pengaturan mengenai siapa yang berhak meregulasi Internet ® Pendapat
pertama dikenal dengan teori The State-Based Traditionalist Discourse
mengatakan sebaiknya pihak yang mengatur Internet adalah pemerintah melalui
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini bentuk pengaturan
Internet akan diatur oleh masing- masing negara. Kelebiban teori ini adalah
penegakan hukum terhadap pengaturan Internet lebih terjamin. Sementara itu,
kelemahan dari pengaturan ini adalah dilupakannya dasar dari Internet yaitu
sifat global. Tidak mungkin svatu negara dapat memaksakan peraturan
negaranya bagi warga negara lain yang menggunakan fasilitas Internet di
negaranya.

Pendapat kedua mengatakan, Internet sebaiknya diatur oleh masing-
masing pihak berdasarkan kebiasaan atau dikenal dengan istilah The Cyber-
Separatist Discourse. Pendapat ini memisahkan antara kehidupan sosial di
dunia nyata dengan kehidupan di dalam cyberspace. Berdasarkan pendapat
ini sebaiknya pengaturan mengenai Internet tidak usah dilakukan oleh negara,
karena tidak akan ada peraturan yang cocok untuk mengatur kemajemukan di
Internet.

? Viklor Maver-Schénberger, “The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet
Regulation™, Firginia foumm’ of fnternational Law (Spring 2003): 607.
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o '_ Intemet akanmerasa Tebih dapat menerima peramran yang: ‘ada. Akan tetapi;

Karena penwaturan Internet menggunakan keb1asaan parapengguna f

" Kkelemahan dari pendapat ini adalah ndak adanya penegakan hukum seandamya ﬁ o i

o -fterjadx sengketaantara para plhak .
SR '--'--:__Pendapat kehga yaitu: ahran T he Cyberufntematzonalzst Dzscourse
. mengatakanpengaturanlntemet sebaﬂmyamelalm ketenﬁmmtemas;onal Jach Iy

- ada suatu ketentuan hukum berlaku secara interasional | yang 1 mengatrmengenai

- Internet. Pendapat ini mengarahkan pandangannya kepada usaha untuk. -

' ““mengunifikasikan peraturan Internet. Kelemahan dari aliran ini adalah, tidak ™~

- semuanegara mau mengakui pengaturan mengenai Internet yang berlaku_ e

' tersebut karena tiap negara memlhki karakterisitik tersendir. s
_ Lecenderungan ya,ng terj adidalam proses arbitrase online khususnya_”_' .
dalam penyeiesaxan sengketa e-commerce yang dilakukan antara business fo
consumer (B20), pihhan hukum yang d}gunakan adaiah be rdasa:kan hu}\um
nasional dari si pelaku bisnis, karena konsumen hanya memﬂikl pilihan menerima
klausu}a baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan e-commerce sama
sekali (take it or leave it). Hal ini d;pengamhi hukum posxtif yang mengatur
Intemet di negara tersebut, sehmgga di pencaturan mengenai e-commerce
menoikuu hukum yang mengatur tentang koneksi e-commerce dalam hubungan
Internctaya. Dengan demikian proses arbitrase akan menggunakan pilihan
hu}\um dimana media Iniemet yang menjalankan e-cormmerce berada.

Apab;la sengketa yang terjadi dalam hubungan e-conmmerce antara
cZz_em‘ _to client (C2C). Pengatiran hukaum Internet yang biasa digunakan adalah
menganut pada aliran The Cyber-Separatist Discourse yaitu mereka akan
mengatur tersendiri mengenai pilihan hukum mana yang akan digunakan.
Selanjutnya, apabila sengketa tersebut melibatkan sesama pelaku bisnis
mengenai suatu hal yang berlaku secara internasional, mereka akan menganut
pada aliran The Cyber-Internationalist Discourse yaitu ketentuan hukum
internasional yang berlaku. Contoh sengketa pada kasus ini adalah sengketa
mengenai “nama domain” atau domain name di mana pihak penyedia domain
name untuk Top Level Domain seperti dot com, dot org, dan dot net
menyerahkan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan pilihan
hukum, hukum interasional yaitu Uriform Domain Name Dispute Resolution
Policy.0
Lalu bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melihatnya?

0 Schultz, op. cit., page 1095,




vl Keabsshan Alat:Bukti Elel\:mm;{

Daiam Undang~Undan0 Nomor 30 Tahun 1999 Pasa} 4 ayat 3) yano ) .

| _dlnyatakan bahwa

: Dalam ha! dzsepakatz penyelesazan seHOketa melczluz arbztr ase.
n _ferjadz dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks,
o telegram, fakszmzl: e-mail atou dolam benz‘uksarana komumkas:
.lamnya wa]zb dzserfaz dengan Suaru catatcm penerzmaan oleh i
- :_ para pzhak B - -

X Selam ka,ta “e mazl‘ 5 adanya kata “bentuk sarana komuml<331 laumya - o

s dalam ketentuan tersebut dapat dzjadlkan dasar hukum peiaksanaan arbitrase

' secara online. Hanya masih menjadi masalah bagaimana prosedur operasional

" arbifrase online. Telah dijelaskan sebelumnya, arbitrase onfine tidak berbeda =

dengan arbitrase konvensional, yang berbeda hanyalah tata cara

pelaksanaannya. Namwun, timbul permasalahan menyangkut syarat sah dari
perjanjian arbitrase yaitu tertulis dalam suatu dokumen dan ditandatangani."!

Permasalahannya adalah bagaimana cara pemenuhan syarat tersebut dalam

arbitrase online. Untuk itu perlu dijelaskan sebagar berikut.

1. Perjanjian Arbifrase. Tertulis Tidak Selalu Harus Tercetak
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang menentukan perjanjian
arbitrase harus tertulis. Timbul suatu pertanyaan, apakah yang dimaksud
dengan tertulis berarti tulisan diatas media kertas. Undang-undang tidak
‘menjelaskan lebih lanjut,

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvens;onai mendasarkan
kegiatannya pada perfukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas
(paperbase). Sedangkan, dalam arbitrase online, media kertas telah
digantilan oleh data digital sehingga tidak lagi diperlukan adanya dokumen
berbentuk kertas (paperless). Jika isu orisinalitas yang menjadi acuan harus -
digunakannya dokumen cetak bermedia kertas, saat ind sudah tidak relevan
lagi. Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang ash adalah
dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem
dokumentast yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenamya
adalah dalam bentuk data elektronik (soffcopy) yang tersimpan dalam
hardisk komputer bukan dalam bentuk cetaknya (hardcopy)."? Dengan
demikian, nilai ataupun eksistensi suatu pernjanjian secara substansial tidak
bergantung pada media apa yang digunakan sebagai fiksasinya, melainkan

'* Lihat Indonesia. op. cif, Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 9 avat (1).
'* Edmem Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (Iakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005) hlm. 239.
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_'___perjanjlan arbitrase - ‘yang tertulis di atas kertas pun kalau proses i

_- .. '. data elektronik dan di-online-kan, sepanj ang dapat dlbukukan prosesiya.
* berjalan dengan baik dan dilakukan oleh pihak yang berhak, tetap memiliki -~

. 'tergam‘ung padaproses tuj admya p@lj an3 1an 1tu sendm Contohnya, suam o g
D _pemyusunannya tidalk memenuln syarat sah perJ E]I}_] ian maka batal denu 1 .

. Dapat dlsnnpulkan meskipun pe13 anjlan arbitrase d;,buat daiam bentuk S

o -':'-"'ﬁ_'kektlatanmenglkatpmaplhakY&ngmembuamya»“Daim}ialmbeﬂaku}ah-: -

__yang dlbuat secara sah beriaku sebagaz undanmundanc bagl mereka ya.no_; :
: .e__ﬁmembuamya”” e o

Sebaoal contoh sudah ditenmanya perj anjlan arbztrase online daiam o
pelaixsanaan arbztrasa onlme dapat dilihat ketentuan pelaksanaan arbitrase yang
dikeluarkan oleh America - Arbitration Association (AAA) pada
Supplementary Rules untuk arbitrase online yang telah mengadopsi perjanjian
dalam bentuk online. Hal ini terlihat dari pengantar Szgpplemen:‘ary Rules yang -
menyatakan: '

The purpose of Ihe Supplementary Procedures Jor Online
Arbitration is to permit, where the parties have agreed to
arbitration under these Supplementary Procedures, arbitral
proceedings to be conducted and resolved exclusively via the

“Internet. The Supplementary Procedures provide for all party
submissions to be made online, and for the arbitrator: upon review
of such submissions, to render an award and to communicate it to
the parties via the Interner..

[

Perjanjian Arbitrase Harus Ditandatangani

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
perjanjian arbitrase dimuat dalam satu dokumen dan ditandatangani. Artinya,
suatu perjanjian arbitrase sah apabila telah ditandatangai oleh para pihak

* Adapun dimaksud dengan proses di sini adalah proses pada memasakkan data (input), proses
penge?ahan data (ea’trmg) proses penyimpanan data (storing). proses keluaran data / tampilan
data (ouipur). Ouput suatu data tidak selahs harus berupa wujud fisik, tampilan pada layar monitor
Jjuga termasuk data cutput.

Y Edmom Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kagjian (Jakaria: PT Raja
Grahndn Persada, 2005) h]m 239

* Kitab Undang-Undang Hubum Perdata ¢Burgerlijk Weiboek) dengan Tambahan Undang-
[ ‘ndang Pokok Agraria dan U ndang-{ndang Perkawinan, diterjemahikan oleh R. Subekti dan
R. Tiitrosudibio, cet, 33. (Jakarta: Praqu Pa{amlia "093} Ps. 1338,
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g }.ymlg membuatnya Timbul suatu pertanyaan apakah tanda tanﬂan da}am i
- pasal tersebut hanya diartikan secara sempit yaitu sebagai tanda tangan .
- hitam d;atas putih? Perkembangan teknologi telah menggeser bentuk tanda
- ianganyang sebelumnya hanya di atas kertas, kini tanda tangan dapat berupa
. tanda tangan digital atau yang biasa disebut Digital Signature (DS).
L Penggunaan tanda tangan dalam keglatan sehari-hari secara harfiah disamakan
.+ dengan penggunaan DS dalam Irternet vattu ditujukan untuk nilai keotentikan.
" “suatu data atau informasi. Perbedaannya adalah, tanda tangan lazimnya.
_-":_j-'i_merupakan kombmasz atau variasi dari.nama -atau singkatan nama -
Sy Qi_seseorang Di lain pihak dalam Intemet tanda tangannya berupa kombinasi -
S d}gxtal yaitu kombinasi dari bilangan biner 0 dan 1 vang dnnterpretasﬂqan '
Cmen) jadi karakter yang unik dan melalui proses penyandian (enkripsi). '
= :-Tandatancran digital sering disalahartikan menjadi tanda tangan di atas kertas
lalu dengan melalui proses scanning, tanda tangan tersebut dimasukkan
(inpur) kedalam komputer sehingga menjadi gambar tanda tangan yang
kemudian dilekatkan dengan suatu dokumen untuk menyatakan dokumen
tersebut “telah ditandatangani”. Tidak jarang tanda tangan digital juga
dipahami sebagai tanda tangan yang dibuat langsung di komputer
menggunakan mouse sehingga berbentuk tanda tangan seperti 1azmmya
tanda tangan di atas kertas. '
Kembali ke pokok permasalahan yaitu apakah tanda tangan yang dimaksud
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terbatas pada T
pengertian tanda tangan sebagai hitam di atas putih? Perlu dilihat dari
pentingnya tanda tangan dalam perjanjian arbitrase. Dalam Pasal 9 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan apabila para pihak
tidak menandatangani perjanjian arbitrase, maka perjanjian tersebut dibuat
dalam bentuk akta notaris. Pasal ini menjelaskan tujuan tanda tangan dalam
perjanjian arbitrase yaitu untuk keperluan pembuktian keotentikan perjanjian
arbifrase tersebut.

Mark Taylor dalam tulisannya yang berjudul Uses of Encryprion: Digital
Signatures mengatakan:

digital signatures designed in such @ way that the authemicity and
infegrity of the data to which they are attached can be assured. In
essence, the key issues for data which have been signed digitaly are:

* Pembahasan iebih lacjut mengenai digital sighature dapat dibaca di Wikipedia, <hiip://

www.wikipedia.org/digital_signature>, Penulis juga pernah menulis tufisan bersifat populer mengenai
penggunaan enkripsi termasuk digital signature di dalamnya sebagai usaha perlindungan data di

komputer. Artikel dapat dibaca pada situs pribadi penulis di alamat httn/www.neoieker.orid/.
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- and'being read or. recezved by:the. intended reczpzenr and ..

- a’ata pU port to have been signed or whether tke kY] gnature attached_- |
) them zsforgedm Some way“ R .

:"J ad1 apabﬂa keperluan tanda iangan dalam pexjan_uan arbltrase adalah untuk} -
o @mbﬁ{h&n perfindungan keotentikan suatu dolumen yang menggunakan. -

wkez‘her -rkose data have been aftered between tkezf' being szgned:; e

' wkerher those dala were actually Szaned by the person by whom rhe.{.'_'-_: S

: “tanda tangan digital jauh lebih kuat; karena sebuah tanda tangan digital .~

:'=_mem1hk1 karakter: yang sangat unik dan telah tersandikan (encr ypted)'f:f}_-'“

*“sehingga Lemungkman dmru sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut, . |

e ':scharusnya peng, unaantanda tangan dlgital dalam perjanjian arbitrase,

+ khususnyaj perjanjian arbitrase online tidak usah dipermasalahkan. Justru

~-dengan adanya tanda tangan digital selurnh data dalam proses arbitrase

~akan terlindung kerahasiaan dan keotentikannya, karena yang dapat

- membuka data tersebut hanyalah pihak yang tanda tangannya telah di-
- geeept dalam dokumen saja yang dapat membuka dokumen.

Selain harus dipenuhinya persyaratan perjanjian arbitrase sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, suatu proses arbitrase online memerlukan prosedur
dan kelengkapan vang berbeda dengan proses arbifrase konvensional. Dalam
sub bab selanjutnya akan diuratkan prosedur dan keienokapan vang dibutuhkan
untuk melangsungkan arbitrase online.

D. Penerapan Arbitrase Online di indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999

Proses beracara dalam arbitrase bebas diatur oleh masing-masing pihak
sepanjang telah ditetapkan secara tegas dan tertulis, hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
Berdasarkan pasal tersebut, para pithak dapat menentukan sendiri bentuk acara
dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan arbitrase online. Selanjutnya,
ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur,
apabila para pihak tidak memilih akan menggunakan acara arbitrase tertentu,
proses acara arbitrasenya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999,

17 Mark Tayior, Uses of Enciyption: Digital Signatures, (USA: Sweet & Maxwell Limited and
Contributors, 1999), page. 2.
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S Baﬁalmana seandamya pa.ra pxhak ingin menyelesmkan Sgnoketanya :
i ;__melalm zubltrase onlme tetapi dalam perj anjian arbltrasenya mereka tidak
ERNI menentukan secara tegas dan tertulis akan menggunakm arbitraser onli ;@e'?_f’
.- ‘Apakah mereka tidak bisa menyelesaikan sengkeanya melalui acara arbitrase
- online? Jlka mehhat ketentuan beracara yang terdapat dalam Pasal 2764
: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak terdapat pasal yang menyam n
- dalam acara SBSLE&J denaan mxdang—undang, para pzhak harus berhadapm atau__ =

o :-bertatap muka secara fisik.

Ty Dalam proses beracara arbitrase yane daa‘m Undang—Undang Nomor 2
i j330 Tahun 1999, para pihak tidak: djwapbkzm untuk hadir selama proses arbitrase’
e '_sehmgga tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses arbi trase

online bukan suatumasalah. Selaini it dengan adanya Pasal 4ayat (3) Undang-

_Undang Nomior 30 Tahun 1999, tetap terbuka kemungkman para pzhak dapat -

menyelesaikan sengketanya secara online.

Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, dasar hukum pelaksanaan
arbitrase online telah ada, permasalahannya adalah tidak ada aturan
pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbiirase online itu dijalankan. Apabila
pengaturan pelaksanaan arbitrase online diserahkan kepada para pihak unfuk
mengaturnya sendiri, dikhawatitkan tidak ada siandar yang baku tentar:g
pelaksanaan arbitrase online vang efektif dan efisien.

- Selain tidak adanya aturan pelaksanaan mengenat arbiirase online,
hambatan terbesar pelaksanaan arbitrase onlire di Indonesia menyangkut sarana
dan prasarana arbitrase online. Hambatan pelaksanaan arbitrase online di
Indonesia sebagai berikut.

1. Belum ada arbiter atau lembaga arbitrase di Indonesia yang secara tegas
menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase onfine. Hal
ini disebabkan kecenderungan berfikir, sengketa yang dapat diselesatkan
melalui arbitrase online adalah sengketa dalam perdagangan elektronik
atau e-commerce sajadan di Indonesia jenis perdagangan ini belum populer,
sehingga jarang ditemui kasusnya.

2. Akses Internet yang tidak merata. Berdasarkan data yang dikeluarkan
oleh APJII, penyebaran pengguna Internet hanya terjadi di kota besar di
Indonesia.'® Akibatnya adalah, akses untuk penyelesaian sengketa melalui
arbitrase online terbatas pada penduduk yang tinggal di kota besar saja.

1 APHI, op. cit.
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3

S _yang menyatakan 89% peng una komputer Indonesia menggunakan---
il software asing berhsen31 komersﬂ 1 Untuk menyelenggarakan jasa arbitrase *
" online dibutuhkan kur: ang lebih sepuluh soﬁware Dapat dihitung berapa -
“~biaya yang hams dikeluarkan untuk membeli lisensi dari software ter: sebut;:
“Tentu blaya beianja software ini akan berpengaruh terhadap biaya j Jé asa -
arbitrase online texsebut Solusi untuk masalah ini adalah penggunaan =
.Software yang betlisensi open source untuk menekan biaya belanJ a soﬁware S
“odan update soﬁware yangl harus dibeli 20 e -
“Meskipun telah lama berakar padanilai masyarakat, masyara}(at Indonesm' o
“belum terbiasa untuk menyelesazkan sengketa di luar pengadilan apalaoq '

Ketergantungan terhadap vendor software asmg, hal ini terl ihat dari data -

“melalui mekanisme online. Halini dipengaruhi oleh peimhran pelaksanaan

~putusan ‘dalam proses litigasi lebih mudah dilakukan, karena dapat

menggunakan upaya paksa. Sesungguhnya pemikiran ini tidak sepenuhnya
tepat. Suatu putasan arbitrase, eksekusinya dapat dilakukan dengan upaya
paksa, selama putusan arbiter telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam
Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,

Dengan demikian, meskipun peraturan perundang-undangan telah

membukajalan dalam pelaksanaan arbitrase onfine di Indonesia, ternyata masih
terdapat hambatan yang terjadi meliputi unsur sumber daya manusia Indonesia
yang sudah tidak terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
Selain itw, tidak tersediannya fasilitas untuk menyelenggarakan arbitrase online
di Indonesia.

i9

Data didapat dari website Kelompok Pengguna Linux Indonesia di alamat <httpi/

www. linux,or.id/>,
** Lebih lanjut tentang software berlisensi open sowrce dapat dibaca di alamat http://
WWW,0DENSoUree.org
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i o AmcncanArbltranonAssomatlon “Suppiementary Procedures for On!me =

- Arbitration”, diperoleh dari penelusuran data pada website WestLaw -
- <httpy/fwww.westlaw.com/> yang diakses mengglma}{an proxy Fakultas :
o Hukum Universtias Indonesia <hitp:/www.law.ui.ac. id/westlaw/

e _. -. 11‘}_(16}; php> - KR

o "Apm SiatzsnkAPJH Updated 2006” <htm //www amn or. 1d/domnema_s]/' :

tansnk g p> diakses 18Apnl 2006

”Edmom Maksmm PenganmrHukum Telemanka Suatu Kompzlasz Kajzcm: _
(Jakarta PT RajaGraﬁnde Persada 2005) hlm. 239. '

H. Almad M Ramli, Sambutan Atas Penerbitan Buku Arbitrase Orzlme
{Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik) oleh
Paustinus Siburian.

Indonesia, Undang-undang Tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian
Sengkera, UU No. 30, LN. No. 138 Tahun 1999, TL.N. No. 3872.

Kelompok Pengguna Linux Indonesia di alamat <http://www.linux.or.id/>.

Kyoto Ziunkey, Megatrend 2000, Harvard University Press, Mastchussetts,
USA, 2002.

Mark Taylor, Uses of Encryption: Digital Signatures, (USA: Sweet &
Maxwell Limited and Coniributors, 1999).

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002).

R. Subekti dan R. Tiitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) dengan Tumbahan Undang-undang Pokok
Agraria dan Undang-undang Perkawinan, cet. 33, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1338.

software berlisensi open source dapat dibaca di alamat htip://
WWW.ODENSQUITE.Org.
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| 'Suyud Marg_,ono ADR &Arb;ftf ase Proses Pelembagaan danAspekHukum ) i

(Bogor Ghalia Lndonesm 2004)

'-'Vlktor Mayer—Schonberger il Fhe Shape of Govemance Analyzmg the Woﬂd. L
- of Internet Regulation” VrgmzaJoumal offmermizoml Leonw (Sprmg_-_ o

2003)

-.Wlklpﬁdiﬁ, <hm) Hwww wikipedia. org/dlﬁita] sigriature™, “enuilsjuga pemah
e _--menuhs tulisan bersifat populer mengenal penggunaan enkripsi -

oo termasuk digital signatyre di dalainya sebagai usaha perlindungan .
- data di komputer Artikel dapat dibaca pada situs pnbadl penulzs dio

alamat http: //www n@oteher oL, id/.

<http//www. tempomterakt}f comy/ hg/nd310na§/2006/03/ 13/brk 20060313~
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